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Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pilkada tahun 2024 di Lingkungan 13 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Kinerja KPPS secara umum sudah cukup baik, ditinjau dari indikator ketepatan waktu, pemahaman tugas tugas dan tanggung jawab, serta pelayanan kepada pemilih. Hal ini terlihat jelas dari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berlangsung lancar dan tertib sesuai dengan prosedur yang di terapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
2. Tingkat pemahaman anggota KPPS terhadap regulasi pemilu masih terdapat beberapa kekurangan, khususnya dalam hal teknis penanganan masalah di TPS. Beberapa anggota KPPS mengaku belum sepenuhnya memahami tata cara penyelesaian permasalahan administratif seperti pemilih yang tidak tercantum dalam DPT tetapi memiliki hak pilih.
3. Fasilitas kinerja KPPS seperti logistik pemilu, formulir dan perlengkapan lainnya tesedia dengan cukup memadai. Namun demikian, ada beberapa kendala teknis yang dihadapi di lapangan, seperti keterlambatan distribusi logistik dan keterbatasan alat bantu disabilitas.


4. 
46

5. Partisipasi masyarakat dalam proses pemungutan suara cukup timggi, yang mencerminkan bahwa kehadiran KPPS turut berperan dalam mendorong ketertiban warga. KPPS aktif memberikan sosialisasi dan undangan kepada pemilih, meskipun metode sosialisasi masih bisa ditingkatkan lagi, terutama dalam menjangkau pemilih muda dan kelompok rentan.
6. Kendala utama dalam pelaksanaan tugas KPPS antara lain adalah faktor kelelahan fisik karena waktu kerja yang panjang, keterbatasan pelatihan teknis, serta koordinasi yang belum maksimal dengan petugas pengawas TPS dan PPS. Hal ini berdampak pada beberapa kesalahan minor dalam pengisian formulir hasil penghitungan suara.
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1. KPU perlu meningkatkan pelatihan bagi anngota KPPS, tidak hanya secara formal tetapi juga melalui simulasi langsung di lapangan. Agar mereka lebih siap menghadapi berbagai situasi teknis yang mungkin terjadi saat pelaksanaan pemilu.
2. Peningkatan koordinasi antar penyelenggara pemilu, seperti antara KPPS dan Pengawas TPS harus lebih ditingkatkan agar tidak terjadi miskomynukasi yang dapat menghambat kelancaran proses pemungutan suara.
3. Perlu adanya perhatian lebih terhadap kesejahteraan anggota KPPS, mengingat beban kerja yang cukup berat dan waktu kerja yang panjang. Penyediaan makanan, tempat istirahat yang layak, dan honor yang memadai akan membantu menjaga kondisi fisik dan semangat kerja anggota.
4. Perbaikan dalam sistem logistik pemilu, khususnya dalam hal ketepatan waktu distribusi dan kelengkapan di TPS. KPU ditingkat kota dan kecamatan harus melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah kendala logistik di pemilu tahap berikutnya.
KPPS perlu menggunakan pendekatan yang kreatif dalm menyosialisasikan pemilu, terutama dengan memanfaatkan media sosial dan tokoh masyarakat lokal agar agar pesan tentang pentingnya partisipasi dalam pilkada dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.
